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Churin Tsuroyya, E0014079. 2018. PEMENUHAN HAK PEKERJA 
PEREMPUAN DI PT. DJARUM TAYU PATI. Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
implikasi pelaksanaan pemenuhan hak dan hambatan yang ditemui pekerja 
perempuan yang bekerja di PT. Djarum Tayu Pati kemudian dianalisis 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian 
ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penulis 
menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum 
tersier sebagai sumber dalam penyusunan penulisan ini. Teknik pengumpulan data 
pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi tekstual. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif yang 
menggunakan premis major dan premis minor, kemudian dari kedua hal tersebut 
ditarik suatu konklusi. 
Berdasarkan bahan hukum yang sudah diperoleh dan dianalisis, PT. 
Djarum Tayu Pati pada dasarnya telah membuat kebijakan serta melaksanakan 
pemenuhan hak pekerja perempuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111/1999 mengenai 
Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, dan beberapa peraturan lain yang 
terkait dengan hak pekerja perempuan. Namun masih terdapat kebijakan 
perusahaan yang belum dilaksanakan secara optimal oleh PT. Djarum Tayu Pati 
yaitu minimnya penggunaan ruang laktasi oleh pekerja perempuan di PT. Djarum 
Tayu Pati.  
Untuk itu seharusnya PT. Djarum Tayu Pati yang merupakan cabang 
perusahaan PT. Djarum sudah seharusnya memperhatikan beberapa hak yang 
belum dipenuhi bagi pekerja perempuan yang bekerja di perusahaan tersebut 
sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan harus segera diimplementasikan dalam pelaksanaannya guna memberikan 
perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada perusahaan tersebut 
secara optimal. 
Kata Kunci: Perlindungan Pekerja Perempuan, Hak Pekerja Perempuan, PT. 
Djarum Tayu Pati 
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ABSTRACT 
Churin Tsuroyya, E0014079. 2018. FULFILLMENT OF WOMEN 
WORKER’S RIGHT IN PT. DJARUM TAYU PATI. Faculty of Law Sebelas 
Maret University. 
The study is conducted with the aim to find out how the implications of 
the implementation of the fulfillment of rights and obstacles encountered female 
workers working at PT. Djarum Tayu Pati which then analyzes based on the 
prevailing laws and regulations in Indonesia. This research is a prescriptive 
normative legal research. The material used is primary legal materials, secondary 
legal materials, and tertiary legal materials as the sources in the preparation of 
this research. The technique of data collecting in this research is textual study. 
The data analysis technique uses syllogistic method which uses deductive mindset 
by using major premise and minor premise, then it is drawn a conclusion from 
both. 
Based on the legal material already obtained and analyzed, PT. Djarum 
Tayu Pati basically has made policy and fulfill the fulfillment of women worker 
rights as regulated in Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, Law 
Number 21 Year 1999 concerning Ratification of ILO Convention Number 
111/1999 concerning Discrimination in Work and Occupation, and some other 
rules relating to the rights of women workers. However there are still company 
policies that have not been implemented optimally by PT. Djarum Tayu Pati that 
is the lack of use of lactation room by female workers in PT. Djarum Tayu Pati. 
Therefore PT. Djarum Tayu Pati which is a branch of PT. Djarum 
should pay attention to some unfilled rights for female workers working in the 
company as set out in the prevailing laws and regulations which must be 
implemented in its implementation in order to provide protection for women 
workers who work for the company optimally. 
Keywords: Protection of Women Workers, Female Worker Rights, PT. Djarum 
Tayu Pati 
vii 
MOTTO 
“Hai orang-orang yang beriman, bersabaralah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah 
supaya kamu menang” 
(Ali Imraan : 200) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan untuk memajukan 
kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea IV. 
Berangkat dari hal tersebut maka Indonesia merupakan negara yang menitikberatkan 
kesejahteraan untuk warga negaranya. Untuk itu Indonesia mengambil peran penting 
dalam perlindungan serta pengutamaan ekonomi dan sosial warga negaranya. Peranan 
itu mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia dimana dalam berbagai 
kebijakannya untuk selalu mendahulukan dan memenuhi hak kesejahteraan umum. 
Salah satu hak yang didapatkan oleh warga negara baik laki-laki maupun perempuan 
adalah pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal tersebut didukung oleh Pasal 27 
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
berbunyi, “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan”. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap warga negara baik laki-laki 
maupun perempuan bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan 
berhak atas pekerjaan yang layak. 
Peluang bagi angkatan kerja pria maupun perempuan ditandai dengan 
pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat seiring dengan tumbuhnya industri-industri. 
Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah 
tidak membutuhkan keterampilan yang khusus lebih banyak memberi peluang bagi 
tenaga kerja perempuan. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya 
peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil 
yang tepat dan rutin serta adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah 
memberikan daya tarik kuat bagi pekerja perempuan. Berdasarkan pada hal-hal 
tertentu, banyak perusahaan yang memilih mempekerjakakan pekerja perempuan 
dibanding laki-laki. Hal tersebut dikarenakan pekerja perempuan dinilai sebagai 
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pekerja yang tekun, teliti, hati-hati, dan tidak senang protes. Karena pekerja 
perempuan dinilai akan menerima apa adanya. Dalam bukunya, Suryadi menyebutnya 
lila legawa yang mempunyai arti bahwa pekerja perempuan bersedia menerima 
dengan ikhlas apapun perlakuan pihak lain. Namun dilain pihak, pekerja perempuan 
juga mempunyai keunggulan, yakni dalam prestasi kerja. Karena naluriahnya terdapat 
beberapa pekerjaan yang membuat wanita menjadi lebih unggul. Seperti pada bidang 
industri elektronika yang memerlukan akurasi sangat tinggi, perusahaan 
mempekerjakakan pekerja perempuan. Demikian pula dengan industri rokok dan 
beberapa jenis industri lain yang memerlukan akurasi tinggi, pilihan banyak 
pengusaha jatuh kepada pekerja-pekerja perempuan (Suryadi, 1999:12).  
Tidak kalah pentingnya jabatan clerical seperti pada bagian keuangan 
administrasi umum dan bidang-bidang yang sejenis dengan jabatan tersebut juga 
banyak dijabat oleh perempuan. Ketelitian dan keseseriusan merupakan hal utama 
yang harus diperhatikan dalam pekerjaan tersebut. Berangkat dari hal ini maka 
pekerjaan-pekerjaan tertentu memberi indikasi bahwa peran perempuan juga 
dibutuhkan agar kinerja dari keseluruhan lembaga optimal. Namun keputusan 
perempuan untuk keluar rumah bekerja akan membawa implikasi baik sosial, 
psikologis, politis, maupun ekonomi. Dunia kerja yang selama ini selalu dianggap 
milik kaum laki-laki sebagai dunia publik mulai mendapat perhatian dari kaum 
perempuan yang selama ini hanya diasumsikan berada pada ranah domestik. 
Pergeseran ini akan memberikan berbagai dampak bagi perempuan sebagai isteri, 
laki-laki sebagai suami dan masyarakat secara umum. Banyaknya perempuan yang 
bekerja diluar rumah menyebabkan terbentuknya pengalaman baru bagi perempuan 
sehingga menjadi sosok lain dibandingkan jauh sebelumnya (Astuti P. R., 2008:111).  
Masalah tenaga kerja saat ini terus berkembang semakin kompleks sehingga 
memerlukan penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan dan pergeseran 
tersebut pergesaran nilai dan tata kehidupan banyak terjadi, sehingga berujung pada 
hak yang tidak dapat diperoleh. Seperti yang sering terjadi pada pekerja perempuan 
dalam hal promosi jabatan. Dimana karena selalu ditempatkan pada posisi yang lebih 
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rendah dari laki-laki yang tidak mensyaratkan pendidikan dan keterampilan yang 
tinggi. Perempuan ditempatkan pada pekerjaan yang hanya membutuhkan 
ketekunanan, ketelitian, kerapihan, dan biasanya hanya mengerjakan satu jenis 
pekerjaan setiap hari selama bertahun-tahun. Kemudian dalam hal pengupahan juga 
upah buruh perempuan lebih rendah dari laki-laki karena buruh perempuan selalu 
dianggap berstatus lajang. Terkadang juga buruh perempuan tidak mendapat 
tunjangan keluarga serta jaminan sosial untuk suami dan anak. Selain itu juga masih 
ditemui diskriminasi usia juga ditemukan pada buruh perempuan yang sudah berusia 
40 (empat puluh) tahun dianggap sudah tidak produktif oleh perusahaan sehingga 
perusahaan akan merekrut tenaga kerja perempuan yang masih muda dan baru lulus 
sekolah.  
Selain itu, masalah gangguan seksual (sexual harrassment) seringkali dialami 
oleh perempuan di tempat kerja, baik oleh teman sekerja maupun oleh majikan. 
Gangguan ini bisa berbentuk komentar-komentar atau ucapan-ucapan verbal, 
tindakan atau kontak fisik yang mempunyai konotasi seksual. Walaupun seringkali 
oleh orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut, suatu gangguan tampaknya tidak 
membahayakan secara langsung, namun dengan adanya tindakan itu yang 
mempunyai unsur kekuasaan dan dominasi, orang tersebut selalu menjadi sadar akan 
keperempuannya dan kerawanannya terhadap gangguan-gangguan tersebut. Bentuk 
yang paling ekstrem dari gangguan seksual itu adalah perkosaan yang seringkali pula 
bentuknya sangat terselubung, dalam artian bahwa sering dianggap peristiwa tersebut 
sebagai peristiwa individual semata dan tidak menyangkut pelanggaran hak asasi 
manusia (Rachmad Safa’at, 1998:31).  
Salah satu contoh kasus terjadi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung 
Jakarta. Kasus yang banyak terjadi adalah pekerja perempuan dirayu atasannya untuk 
diajak berkencan dengan iming-iming diangkat menjadi pegawai tetap dimana 
mayoritas pekerja disana adalah perempuan yang pengetahuan atas hak yang 
harusnya diperoleh masih minim. Akibatnya para pekerja tak tahu kalau tindakan 
yang dilakukan atasannya tergolong pelecehan seksual atau diskriminasi terhadap 
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perempuan (https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20170429174957-
220211140/buruh-wanita-bersuara-soal-pelecehan-seksual-di-tempat-kerja/ (diakses 
pada tanggal 23 November 2017). Menyadari bahwa perempuan memiliki ciri-ciri 
fisik maupun biologis yang dapat dikatakan lemah dan rentan dibandingkan laki-laki, 
pada saat ini masih banyak sekali kasus maupun bentuk pelanggaran yang dilakukan 
perusahaan yang menimpa pekerja perempuan yang terus berkembang. Demikian 
pula kesusilaan perempuan dilingkungan kerja tidak tertutup kemungkinan terjadi 
tindakan dan perbuatan asusila yang dapat membahayakan keselamatan, maupun 
kesusilaannya sehingga perlu dijaga dan dicegah.  
Untuk menghindari semakin bertambahnya kasus yang mana korbannya 
merupakan pekerja perempuan, maka diperlukan suatu penyempurnaan terhadap 
sistem pengawasan ketenagakerjaan. Sehingga pengawasan ketenagakerjaan sebagai 
suatu sistem mengemban misi dan fungsi agar peraturan perundang-undangan di 
bidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan. Agar peraturan perundang-undangan dapat 
dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. Penerapan 
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga 
keseimbangan hubungan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh 
sehingga kelangsungan usaha dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin. 
Berkaitan dengan hal diatas maka penulis tertarik untuk mengambil obyek 
penelitian pada sebuah cabang pabrik perusahaan rokok PT. Djarum yang terletak di 
Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. PT. Djarum merupakan salah satu perusahaan 
perseroan di Indonesia yang bergerak pada pengolahan dan produksi rokok jenis 
cerutu dan kretek. Alasan mengapa penulis memilih obyek penelitian pada PT. 
Djarum karena PT. Djarum merupakan salah satu perusahaan perseroan di bidang 
produksi rokok yang tidak hanya dikenal di Indonesia namun juga dikenal sampai 
luar negeri. Selain itu pekerja perempuan pada PT. Djarum terutama yang terletak di 
Kecamatan Tayu Kabupaten Pati menempati jumlah yang lebih banyak dibandingkan 
pekerja laki-laki. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak 
pekerja perempuan pada sebuah pabrik cabang perusahaan rokok yang terbilang 
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sangat diakui eksistensinya di Indonesia apakah sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Berdasarkan uraian diatas, hal-hal tersebut lah yang melatarbelakangi penulis 
untuk mengkaji dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “PEMENUHAN 
HAK PEKERJA PEREMPUAN DI PT. DJARUM TAYU PATI”. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan beberapa 
permasalah untuk mengetahui dan menegaskan masalah-masalah apa yang hendak 
diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mengumpulkan, menyusun, 
menganalisa, dan mengkaji data supaya lebih rinci. Maka permasalahan yang akan 
dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pemenuhan hak pekerja perempuan di PT. Djarum Tayu Pati?
2. Apa saja hambatan dalam pemenuhan hak pekerja perempuan di PT.
Djarum Tayu Pati?
C. TUJUAN PENELITIAN 
Dalam suatu penelitian tentu terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai oleh 
penulis dan diharapkan penelitian tersebut mampu memberikan manfaat bagi 
kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat dua tujuan yang ingin 
dicapai dari penelitian ini, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif 
merupakan tujuan yang berasal dari tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan tujuan 
subjektif berasal dari penulis. Adapun tujuan objektif dan subjektifnya adalah: 
1. Tujuan Objektif
a. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pekerja perempuan di PT.
Djarum Tayu Pati
b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pemenuhan hak pekerja
perempuan oleh PT. Djarum Tayu Pati
2. Tujuan Subjektif
a. Untuk memberikan informasi, wawasan, dan pengetahuan kepada
penulis dan masyarakat luas akan hak pekerja perempuan
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b. Untuk melatih kemampuan menulis dalam mempraktekkan teori ilmu
hukum, mengembangkan, dan memperluas pemikiran serta pengetahuan
yang diperoleh selama masa perkuliahan guna mengkaji pelaksanaan
regulasi terkait pemenuhan hak pekerja perempuan
c. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
D. MANFAAT PENELITIAN 
Suatu penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis sendiri 
maupun masyarakat umum, teruama bagi bidang yang diteliti. Adapun manfaat yang 
penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan
ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum
Administrasi Negara pada khususnya
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur
kepustakaan Hukum Administrasi Negara mengenai mekanisme
pemenuhan hak pekerja perempuan
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penulisan
maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas
permasalahan yang diteliti oleh peneliti secara benar dan bukan hanya
penalaran saja sehingga sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian
hukum.
b. Memberikan masukan dan dapat bermanfaat terhadap penerapan ilmu
hukum bagi masyarakat pada umumnya dan bagi orang-orang yang
bekerja dalam bidang hukum pada khususnya.
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E. METODE PENELITIAN 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian adalah suatu usaha untuk 
menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu 
pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum pada dasarnya 
adalah suatu proses menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum 
sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai 
dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum 
atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47). 
Dalam penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang nantinya akan 
menunjang hasil penelitian tersebut untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum, 
sehingga metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum 
normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian 
yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu normatif (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014:55-56). 
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
preskriptif. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ilmu hukum bukan 
termasuk dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014:59). Sebagaimana ilmu yang bersifat 
preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, 
validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian hukum yang 
bersifat preskriptif bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang 
seyogyanya dilakukan. 
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Dari uraian diatas, maka sikap preskriptif dalam penelitian ini yaitu 
penulis akan mempelajari norma hukum serta segala ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja 
perempuan di PT. Djarum Tayu Pati. 
3. Pendekatan Penelitian
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 
pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 
aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. 
Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah 
pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case 
approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan 
konsep (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014:133). 
Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan empat macam 
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang 
tidak akan lepas pada penelitian hukum yaitu pendekatan dengan mencari 
peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan kasus (case 
approach) yaitu sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian 
pada suatu permsaalahan secara intensif dan rinci yang dalam hal ini adalah 
pemenuhan hak pekerja perempuan di PT. Djarum Tayu Pati. 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa 
keterangan-keterangan yang secara langsung diperoleh melalui studi 
kepustakaan, peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum 
sekunder yang berasal dari berbagai macam literatur baik dari buku, hasil 
penelitian, hasil pengkajian, maupun artikel dalam jurnal untuk mencari 
berbagai macam teori yang terkait dengan substansi penelitian. 
Sumber-sumber penelitian yang digunakan dalam peneltian ini adalah 
bahan hukum primer yang tediri dari perundang-undangan, catatan-catatan 
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resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan 
putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua 
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, 
jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014:181). Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum 
yang penulis gunakan adalah sebagi berikut: 
a. Bahan hukum primer:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial
6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan
7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan
Konvensi ILO Nomor 111/1999 mengenai Diskriminasi dalam
Pekerjaan dan Jabatan
9) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia
10) Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 183
Tahun 2000 tentang Perlindungan Maternitas
11) Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kesembilan Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
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12) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
13) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan kemudian diubah lagi kedua kalinya oleh Peraturan
Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan dan terakhir kali diubah oleh Peraturan Presiden
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan
14) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan 
Nasionalkemudian diubah lagi oleh Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan 
Nasional 
15) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010
tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan
Menyusui
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16) Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan
Nomor48/Men.PP/XII/2008,PER.27/MEN/XII/2008,1177/Men
kes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama
Waktu Kerja di Tempat Kerja
17) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan,
Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
18) Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor: Kep – 900/1125/05.05/2016 tentang Pendaftaran
19) Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama antara Persatuan
Perusahaan Rokok Kudus dengan Pimpinan Cabang Federasi
Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, Federasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Kudus
b. Bahan Hukum Sekunder
1) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan
2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan
3) Artikel-artikel baik di media cetak maupun internet yang
berkaitan dengan permasalahan
c. Bahan Hukum Tersier
1) Kamus Hukum
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 
studi tekstual. Studi kepustakaan atau studi tekstual (library research) 
dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-
buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang 
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berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk 
melengkapi studi kepustakaan juga dilakukan pengambilan informasi 
melalui wawancara. Wawancara yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait 
yang berkompeten dan diyakini memiliki wawasan keilmuan dan 
pengalaman dan juga memiliki data-data yang diperlukan dalam masalah 
penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada Ibu Siti (nama disamarkan) 
selaku pekerja perempuan PT. Djarum Tayu Pati, Bapak Riskanto selaku 
supervisor PT. Djarum Tayu Pati dan Bapak Mardian Endar Utama selaku 
Human Resource Departement (HRD) PT. Djarum. 
6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Menurut Philipus M. 
Hadjon bahwa dalam silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan 
premis major adalah aturan hukum sedangkan premis minor adalah fakta 
hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi. 
Dalam penulisan hukum ini yang dimaksudkan aturan hukum atau 
premis major adalah konsep hak-hak pekerja perempuan yang telah 
terakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia, sedangkan fakta hukum atau premis minornya adalah implikasi 
pemenuhan hak bagi pekerja perempuan yang bekerja di PT. Djarum Tayu 
Pati.  
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum serta untuk 
mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis 
menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) 
bab dimana tiap-tiap bab terbagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksud untuk 
mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun 
sistematika penulisan hukum yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang 
berkaitan dengan judul serta permasalahan yang diteliti sebagai 
landasan teori dalam penelitian hukum ini. Untuk memudahkan alur 
berpikir, penulis menyertakan kerangka pemikiran yang disajikan 
dalam bentuk alur kerangka beserta keterangannya. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan terkait perumusan masalahnya yang terdiri dari 2 (dua) 
perumusan masalah. Penulis juga akan menguraikan analisisnya 
dengan memperhatikan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis 
mengenai pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di PT. Djarum 
Tayu Pati. 
BAB IV : PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian 
berdasarkan analisis yang diperoleh selama penelitian berlangsung. 
Kesimpulan ini memuat hasil kesimpulan akhir daripada hasil 
penelitian dengan memperhatikan latar belakang, perumusan masalah 
hingga landasan teori yang diuraikan oleh penulis dalam penelitian 
ini sehingga dapat dijadikan bahan pemikiran dan pertimbangan. 
Selain itu, penulis juga akan memberikan saran yang diharapkan 
dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terkait. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. KERANGKA TEORI 
1. Tinjauan tentang Hukum Ketenagakerjaan
a. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketengakerjaan (UU Ketenagakerjaan), pengertian ketenagakerjaan 
adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu 
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan Prof. Imam Soepomo 
merumuskan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah suatu himpunan 
peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan 
suatu kejadian di mana seseorang pekerja pada orang lain dengan menerima 
upah. Ini berarti elemen dari rumusan tersebut adalah pekerja yang bekerja 
pada orang lain (majikan), dan adanya upah sebagai imbalan dari pekerjaan 
itu. Jadi yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan itu terutama sekali adalah 
mengenai hak, kewajiban dan larangan bagi masing-masing pihak yang 
terkait (Darwan Prinst, 2000:1). 
Selain itu beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai 
hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan dari sudut pandang yang 
berbeda-beda. A.N. Moelar mengemukaan hukum perburuhan adalah suatu 
bagian dari hukum yang berlaku, yang mengatur hubungan antara buruh 
dengan buruh, buruh dengan majikan, buruh dengan penguasa, dan 
pengusaha dengan pengusaha. Lain halnya dengan M.G. Levenbach yang 
merumuskan hubungan perburuhan sebagai hukum yang berkenaan dengan 
hubungan kerja, dimana pekerjaan dilakukan dibawah suatu pimpinan, dan 
dengan keadaan kehidupan yang langsung bersangkut paut dengan 
hubungan kerja itu. Kemudian S. Mook berpendapat bahwa hukum 
perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan, yang 
dilakukan dibawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan kehidupan 
14
15 
yang langsung berhubungan dengan pekerjaan itu (Aloysius Uwiyono dkk., 
2014:2-3). 
b. Subjek Hukum dalam Hukum Ketenagakerjaan
Terdapat beberapa subjek hukum dalam hukum ketenagakerjaan, 
antara lain: 
1) Pekerja atau Buruh
Pada zaman penjajahan Belanda istilah buruh sering 
digunakan dalam dunia ketenagakerjaan, bahkan sampai sebelum 
diundangkannya UU Ketenagakerjaan masih menggunakan istilah 
buruh. Pembedaan terhadap buruh halus dan buruh kasar juga 
masih digunakan sebelum diberlakukannya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan (UU Penyelesaian Perselisihan Perburuhan).  
Untuk itu seiring dengan perkembangan hukum perburuhan di 
Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah 
pekerja, sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah Departemen 
Ketenagakerjaan pada saat dilaksanakannya Kongres FBSI II 
Tahun 1985. Alasan pemerintah pada saat itu adalah karena istilah 
buruh dinilai kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh 
lebih cenderung menunjuk pada golongan atau kedudukan dari 
seorang pihak yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain 
yaitu majikan (Lalu Husni, 2005:34). 
Menurut UU Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 4 memberikan 
pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk apa pun. Pengertian ini 
agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup 
semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, 
persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima 
upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan imbalan 
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dalam bentuk apa pun ini perlu karena upah selama ini 
diidentikkan dengan uang, padahal ada pula pekerja/buruh yang 
menerima imbalan dalam bentuk barang (Lalu Husni, 2005:35). 
2) Pengusaha/Majikan
Sebagaimana halnya dengan istilah buruh, istilah majikan ini 
juga sangat populer karena perundang-undangan sebelum UU 
Ketenagakerjaan menggunakan istilah majikan. Dalam UU 
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan disebutkan bahwa majikan 
adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh. Sama 
halnya dengan istilah buruh, istilah majikan juga kurang sesuai 
dengan konsep hubungan industrial Pancasila karena istilah 
majikan berkonotasi sebagai pihak yang selalu berada diatas 
sebagai lawan atau kelompok penekan buruh, padahal antara buruh 
dan majikan secara yuridis merupakan mitra kerja yang 
mempunyai kedudukan yang sama. Karena itu lebih tepat jika 
disebut dengan istilah pengusaha (Lalu Husni, 2005:36). 
Sehubungan dengan hal tersebut, perundang-undangan yang 
lahir kemudian seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU Jamsostek), UU 
Ketenagakerjaan menggunakan istilah pengusaha. Dalam Pasal 1 
angka 5 UU Ketenagakerjaan menjelaskan pengertian pengusaha 
yakni: 
a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri melakukan perusahaan bukan
miliknya;
c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana
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dimaksud dalam huruf a, b yang berkedudukan di luar 
wilayah Indonesia. 
Selain pengertian pengusaha UU Ketenagakerjaan juga 
memberikan pengertian pemberi kerja yakni orang perseorangan, 
pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang 
mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan 
dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 4). Pengaturan istilah pemberi 
kerja ini muncul untuk menghindari orang yang bekerja pada 
pihak lain yang tidak dapat dikategorikan sebagai pengusaha 
khususnya bagi pekerja pada sektor informal (Lalu Husni, 
2005:37). 
3) Serikat Pekerja/Buruh
Dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 telah dibahas 
mengenai jaminan untuk setiap orang agar memiliki kebebasan 
berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan 
maupun tulisan, sejalan dengan itu maka pemerintah meratifikasi 
konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 dengan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Dasar-Dasar Hak 
Berorganisasi dan Berunding Bersama.  
Kehadiran peraturan perundangan tersebut dimaksudkan 
untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga 
tidak diperlakukan sewenang-wenang lagi oleh pihak pengusaha. 
Karena tidak jarang beberapa kasus tentang ketenagakerjaan 
terutama permasalahan pemenuhan hak yang seharusnya diperoleh 
pekerja diabaikan begitu saja oleh pihak pengusaha. Untuk itu 
diperlukan adanya suatu organisasi bagi pekerja untuk menghipun 
dirinya serta memperjuangkan hak-haknya tersebut, sehingga tidak 
ada lagi perlakuan yang sewenang-wenang dilakukan oleh pihak 
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pengusaha kepada pihak pekerja.  Maka para pekerja di Indonesia 
menghimpun dirinya dalam suatu wadah atau organisasi.  
Dalam rentang waktu yang cukup lama, akhirnya pemerintah 
berhasil menetapkan UU Serikat Buruh/Pekerja. Dalam undang-
undang ini disebutkan bahwa serikat buruh/pekerja adalah 
organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh/pekerja 
bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab guna 
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan 
pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja dan 
keluarganya (Lalu Husni, 2005:42). Dengan demikian jelaslah 
bawa keberadaan serikat buruh/pekerja sangat penting artinya 
dalam rangka memperjuangkan, membela, dan melindungi hak dan 
kepentingan buruh/pekerja serta melakukan upaya-upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja dan keluarganya. UU 
Serikat Pekerja/Buruh memuat beberapa prinsip dasar yakni (Lalu 
Husni 2005:43): 
a) Jaminan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk
dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh;
b) Serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas buruh/pekerja
tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah,
dan pihak manapun;
c) Serikat pekerja/buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor
usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan
kehendak pekerja/buruh;
d) Basis utama serikat pekerja/buruh ada di tingkat
perusahaan, serikat buruh yang ada dapat menggabungkan
diri dalam Federasi Serikat Buruh/Pekerja. Demikian
halnya dengan Federasi Serikat Buruh/Pekerja dapat
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menggabungkan diri dalam Konfederasi Serikat 
Buruh/Pekerja; 
e) Serikat buruh/pekerja, federasi, dan konfederasi serikat
buruh/pekerja yang telah terbentuk memberitahukan secara
tertulis kepada kantor Dinas Ketenagakerjaan setempat
untuk dicatat;
f) Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa
pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk,
menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi
anggota atau tidak menjadi anggota dan atau menjalankan
atau tidak menjalankan kegiatan serikat buruh/pekerja.
4) Pemerintah
Hukum ketenagakerjaan jika ditinjau berdasarkan sifatnya, 
dapat bersifat privat/perdata sekaligus juag bersifat publik. Hukum 
ketenagakerjaan bersifat publik karena jelas terlihat bahwa adanya 
bentuk campur tangan pemerintah dalam masalah-masalah yang 
berkaitan dengan ketenagakerjaan. Campur tangan maksudnya 
adalah pemerintah membentuk suatu kebijakan-kebijakan terkait 
permasalahan hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. 
Campur tangan dari pihak pemerintah tersebut dimaksudkan 
sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah 
dengan membuat peraturan-peraturan yang sifatnya mengikat baik 
itu baik pihak pekerja maupun pihak pengusaha, disamping itu 
pemerintah juga berfungsi untuk membina dan mengawasi 
jalannya proses hubungan industral. Disamping itu campur tangan 
pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan juga dimaksudkan 
untuk terciptanya hubungan ketenagakerjaan yang adil, karena jika 
hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda 
secara sosial ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, 
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maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hukum 
ketenagakerjaan akan sulit tercapai karena pihak yang kuat akan 
selalu ingin menguasai yang lemah, atas dasar inilah pemerintah 
turut terlibat melalui peraturan perundang-undangan dan 
kewajiban dari masing-masing pihak. Untuk itu Imam Soepomo 
memisahkan antara penguasa dan pengawasan sebagai pihak yang 
berdiri sendiri dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan (Imam 
Soepomo, 1983:38). 
Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia 
dilakukan oleh kementerian melalui Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi di setiap Provinsinya. Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah 
Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kewenangan 
dekonsentrasi serta tugas pembaruan yang diberikan oleh 
pemerintah fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi salah 
satunya adalah sebagai pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. 
Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum (law 
enforcement) di bidang ketenagakerjaan akan menjamin 
pelaksanaan hak-hak normatif pekerja, yang pada gilirannya 
mempunyai dampak terhadap stabilitas usaha. Selain itu 
pengawasan ketenagakerjaan juga akan dapat mendidik pengusaha 
dan pekerja untuk selalu taat menjalankan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan 
sehingga akan tercipta suasana kerja yang harmonis (Lalu Husni, 
2005:50). 
2. Tinjauan tentang Hubungan Kerja
Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang 
terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Pasal 1 angka 15 UU 
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara 
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pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai 
unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian jelaslah bahwa 
hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan 
pekerja/buruh (Lalu Husni, 2005:53). 
Terdapat beberapa unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan 
kerja (Asri Wijayanti, 2010:36): 
a) Pekerjaan (arbeid)
Pekerjaan itu bebas sesuai dengan kesepakatan antara pekerja 
dengan pengusaha, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, kesusilaan, dan ketentuan umum. Dalam suatu 
perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek 
perjanjian) dan pekerjaan itu haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja. 
b) Perintah (gezag ver houding)
Unsur perintah merupakan unsur yang paling khas dari 
hubungan kerja. Di dalam hubungan kerja kedudukan pengusaha 
adalah pemberi kerja sehingga pegusaha berhak dan sekaligus 
berkewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang berkaitan 
dengan pekerjaannya. kedudukan pekerja sebagai pihak yang 
menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Pada kenyatannya 
hubungan antara pekerja dengan pengusaha adalah hubungan yang 
dilakukan antara atasan dan bawahan sehingga bersifat subordinasi 
atau hubungan yang bersifat vertikal, yaitu menunjukkan adanya 
kedudukan atas dan bawah. 
c) Upah (loan)
Adanya upah tertentu yang menjadi imbalan atas pekerjaan 
yang telah dilakukan oleh pekerja. Pengertian upah berdasarkan 
ketentuan Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan adalah hak 
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 
sebagai imbalan dari pihak pengusaha atau pemberi kerja, 
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kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan 
bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang 
telah atau akan dilakukan. Dengan demikian, intinya upah merupakan 
imbalan prestasi yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atas 
pekerjaan yang telah atau akan dilakukan oleh pekerja.  
d) Waktu (tijd)
Artinya pekerja bekerja untuk waktu yang ditentukan atau 
untuk waktu yang tidak tertentu atau selama-lamanya. Adanya waktu 
dimaksudkan adalah dalam melakukan pekerjaan harus disepakati 
jangka waktunya, unsur jangka waktu dalam perjanjian kerja dapat 
dibuat secara tegas dalam perjanjian kerja yang dibuat misalnya untuk 
pekerja kontrak, sedangkan untuk pekerja tetap hal ini tidak 
diperlukan. Terkait pengaturan mengenai waktu kerja secara jelas 
termuat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 UU Ketenagakerjaan. 
Waktu kerja pekerja dalam satu minggu adalah 40 jam/minggu. Untuk 
6 hari kerja perminggu seharinya bekerja 7 jam dalam lima hari dan 5 
jam dalam 1 hari. Adapun 5 hari kerja/minggu bekerja selama 8 jam 
sehari. Apabila kebutuhan proses produksi menghendaki adanya 
lembur, hanya diperbolehkan lembur maksimal 3 jam perhari atau 14 
jam perminggu. Kenyataannya lembur yang terjadi di dalam praktik 
melebihi batas maksimal tersebut. Selama bekerja, setiap 4 jam 
pekerja bekerja, harus diberikan istirahat selama setengah jam. Dalam 
satu minggu harus ada istirahat minimal satu hari kerja. Dalam satu 
tahun pekerja harus diberikan istirahat 12 hari kerja pertahun, dan 
apabila pekerja telah bekerja selama 6 tahun wajib diberikan 
istirahat/cuti besar selama satu bulan dengan menerima upah penuh.  
3. Tinjauan tentang Pekerja Perempuan
a. Pengertian Pekerja Perempuan
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wanita adalah perempuan 
dewasa. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) sendiri seseorang dikatakan telah dewasa apabila telah 
berusia 21 (dua puluh satu tahun) dan belum pernah menikah sebelumnya. 
Lain halnya menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 26 
menyatakan bahwa umur dewasa seseorang apabila telah mencapai 18 
tahun. Ketidakseragaman batasan usia dewasa dalam peraturan Indonesia 
memang kerap menimbulakan pertanyaan mengenai batasan usia manakah 
yang harus digunakan. Namun hal mengenai hak-hak perempuan di bidang 
hukum ketenagakerjaan telah diatur berkaitan dengan funsi reproduksi, 
pengupahan, jabatan, yang mana kenyataannya hak-hak perempuan masih 
sering dibedakan dengan pria. Namun dari uraian diatas dapat diberikan 
pengertian bahwa pekerja perempuan adalah perempuan dewasa yang 
berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun baik sudah kawin maupun 
belum, yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 
lain. 
b. Hak Pekerja Perempuan
Seperti pekerja pria, pekerja perempuan juga memiliki kesempatan 
yang sama dalam dunia kerja. Namun perlu dicatat bahwa perempuan 
memiliki kebutuhan yang berbeda dengan pria sehingga memperoleh hak-
hak khusus. Berikut hak-hak pekerja perempuan  yang diatur dalam 
perundang-undangan di Indonesia: 
1) Ketentuan Cuti berkaitan dengan fungsi produksi:
a) Cuti Haid
UU Ketenagakerjaan Pasal 81 mengatur bahwa pekerja 
perempuan yang sedang menstruasi diizinkan tidak bekerja 
pada hari pertama dan kedua dan wajib memberitahukannya 
kepada manajemen perusahaan. 
b) Cuti Hamil dan Melahirkan
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UU Ketenagakerjaan khususnya Pasal 82 mengatur hak 
cuti hamil dan cuti melahirkan yang dimiliki oleh pekerja 
perempuan. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pekerja 
perempuan memiliki hak memperoleh istirahat selama 1,5 
bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulan setelah 
melahirkan. Pekerja perempuan sebaiknya memberitahu pihak 
manajemen perusahaan baik secara lisan maupun secara tertulis 
maksimal 1,5 bulan sebelum perkiraan kelahiran. Setelah 
melahirkan keluarga pekerja perempuan juga wajib 
memberitahukan kelahiran anaknya dalam tempo tujuh hari 
setelah kelahiran. Pekerja perempuan juga wajib memberikan 
bukti kelahiran dari rumah sakit atau akta kelahiran dalam 
tempo enam bulan setelah melahirkan. 
c) Cuti Gugur Kandungan
Pekerja perempuan yang mengalami keguguran 
kandungan juga memiliki hak cuti melahirkan selama 1,5 bulan 
atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau 
bidan. Dalam Pasal 82 ayat (2) UU Ketenagakerjaan 
dinyatakan bahwa pekerja perempuan yang mengalami 
keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan 
atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau 
bidan yang menangani kasus keguguran tersebut. Seperti saat 
melahirkan, seorang pekerja pria juga memiliki hak cuti selama 
2 hari ketika istrinya mengalami keguguran. 
2) Pemeriksaan Kehamilan dan Biaya Persalinan
Pada dasarnya semua pekerja berhak untuk memperoleh 
jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam UU 
Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap 
pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 
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sosial tenaga kerja”. Untuk itu pihak pemberi kerja wajib 
mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga 
kerja pada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila pekerja tersebut telah 
terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maka pekerja 
tersebut berhak memperoleh manfaat Jaminan Kesehatan yang 
bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan 
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayan obat 
dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang 
diperlukan.  
Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 
Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan 
Nasional sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional kemudian 
diubah lagi oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 
2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 
Kesehatan Nasional jaminan atas pelayanan kesehatan yang 
diberikan terdiri atas rawat inap tingkat pertama sesuai dengan 
indikasi medis mencakup pertolongan persalinan bukan resiko 
tinggi dan pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau 
penyulit pervaginam bagi Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal 
Emergensi Dasar (PONED). Selain itu pekerja perempuan tersebut 
juga berhak atas pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi 
dan anak balita oleh bidan atau dokter. 
3) Hak Menyusui dan/atau Memerah ASI
Setelah melahirkan, seorang pekerja wanita harus menyusui 
anaknya. Hal ini diatur dalam undang-undang internasional dan 
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nasional. Pasal 83 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja 
wanita yang masih menyusui anaknya harus diberi kesempatan, 
minimal diberi waktu untuk memerah ASI pada waktu jam kerja. 
Dalam hal ini seharusnya setiap perusahaan menyediakan ruangan 
untuk memerah ASI. Pasal 10 Konvensi ILO Nomor 183 Tahun 
2000 mengatur lebih detail bahwa pekerja wanita yang menyusui 
memiliki hak untuk satu atau lebih jeda di antara waktu kerja atau 
pengurangan jam kerja setiap harinya untuk menyusui bayinya 
atau memerah ASI. Sesuai rekomendasi WHO, masa menyusui 
tersebut sekurang-kurangnya selama 2 tahun. 
4) Kesetaraan dalam Pekerjaan dan Jabatan
Isu kesetaraan gender dalam pekerjaan telah melahirkan 
banyak kebijakan di negara-negara industri maju, semua ditujukan 
untuk menanggulangi diskriminasi gender terkait rekrutmen, gaji, 
dan promosi (Catherine Verniers, Jorge Vala: 1). Untuk itu 
pemerintah memberikan perlindungan atas hak tersebut yang mana 
tertuang dalam Pasal 6 UU Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut 
dijelaskan bahwa pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban 
pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, 
warna kulit, dan aliran politik. Salah satunya  meliputi kesempatan 
kerja yang diakomodir dalam Pasal 32 ayat (1) UU 
Ketenagakerjaan yang isinya bahwa penempatan tenaga kerja 
dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif serta adil, 
dan setara tanpa diskriminasi.  
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Hambatan Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan 
di PT. Djarum Tayu Pati 
B. KERANGKA PEMIKIRAN 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai 
peraturan perundang-undangan terkait Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan 
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan 
di PT. Djarum Tayu Pati 
Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran  
Keterangan: 
Kerangka Pemikiran di atas menjelaskan pemikiran penulis dalam 
menganalisis, menjabarkan, dan menemukan jawaban atas permasalah dalam 
penelitian ini, yakni pemenuhan hak pekerja perempuan di PT. Djarum Tayu Pati. 
Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas merupakan 
perwujudan perlindungan dari pemerintah yang dijadikan sebagai landasan dalam 
pelaksanaan di bidang ketenagakerjaan. Dalam berbagai peraturan di bidang 
ketenagakerjaan tersebut diatur berbagai hal terkait perlindungan terhadap tenaga 
kerja perempuan, salah satunya mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh 
pekerja perempuan yang bekerja pada sebuah perusahaan. 
Namun seringkali apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 
diabaikan begitu saja, sehingga timbul hambatan dimana ketentuan yang terdapat 
dalam peraturan perundang-undangan diabaikan begitu saja. Ketentuan yang terdapat 
dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan secara efektif oleh para 
pelaku industri dan perdagangan di lapangan. Sehingga banyak sekali kasus tentang 
tidak dipenuhinya hak-hak pekerja perempuan oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu 
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penulis ingin mengetahui bagaimana pemenuhan hak pekerja perempuan pada PT. 
Djarum Tayu Pati yang notabene merupakan cabang perusahaan salah satu 
perusahaan industri rokok terbesar di Indonesia. Serta mengetahui apa saja hambatan 
yang terdapat dalam pemenuhan hak pekerja perempuan pada PT. Djarum Tayu Pati. 
Berdarkan permasalahan tersebut maka akan ditinjau berdasarkan peraturan 
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. PROFIL LOKASI PENELITIAN 
1. Sejarah Berdirinya PT. Djarum Tbk
PT. Djarum adalah sebuah perusahaan rokok di Indonesia yang bermarkas 
di Kudus, Jawa Tengah. Djarum merupakan salah satu dari tiga perusahaan rokok 
terbesar di Indonesia (dua lainnya adalah Gudang Garam dan HM Sampoerna). 
Perusahaan ini awalnya bernama NV Murup yang mempunyai merk Djarum 
Gramophon, tetapi ketika perusahaan Djarum ini diakuisisi pada tahun 1951 oleh 
Oei Wie Gwan, dia memendekkan namanya menjadi Djarum saja. Wie Gwan 
memulai usaha Djarum ini dengan 70 (tujuh puluh) karyawan dan sejak awal 
Djarum terus berupaya menguasai seluruh aspek produksi rokok kretek, dengan 
terus menciptakan rokok kretek yang memiliki rasa yang digemari oleh para 
penikmat rokok kretek. 
Djarum memiliki rahasia tersendiri dalam rumusan campuran tembakau 
dan campuran cengkeh tersendiri untuk memastikan bahwa kualitas dari rokok 
kreteknya berbeda dengan yang lain dan bisa dipertahankan. Perusahaan merek 
pertama adalah Djarum dan Kotak Adjaib dan awalnya mereka hanya dijual di 
wilayah Kudus. Karena mereka menyadari kebutuhan akan manajemen yang 
profesional, putra Wie Gwan Budi dan Bambang menyewanya dengan harga 
pasar-pasar terbaik saat itu dan pada tahun 1970, mereka mendirikan departemen 
penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk tembakau Djarum 
yang baru sekaligus inovatif. Budi dan Bambang juga melihat bahwa saat itu 
Indonesia bisa menyediakan pasar yang besar bagi rokok kretek Djarum mereka, 
bahkan potensi untuk ekspor Djarum lebih besar. Pada tahun 1972, mereka mulai 
mengekspor eceran rokok kretek lintingan Djarum untuk tembakau di seluruh 
dunia, dari Jepang ke Belanda dan merek rokok kretek yang paling terkenal di 
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luar Indonesia, dengan Djarum gramofon yang terkenal disertai logo sebuah 
pemandangan di tobacconists yang jauh dan luas. 
2. Lokasi PT Djarum Tayu Pati
Perusahaan PT. Djarum Tayu Pati merupakan cabang dari PT. Djarum Tbk 
Kudus, berdiri sejak tahun 1998. PT. Djarum Tayu Pati terletak di Jalan Ratu 
Kalinyamat desa Tayu Wetan kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Lokasi pabrik 
berada di pinggir jalan utama  Tayu-Puncel didasarkan beberapa alasan, yaitu:  
a. Mendekati tenaga kerja
b. Harga tanah dianggap lebih murah
c. Mudah memperoleh tanah
d. Mempermudah transportasi dan pendistribusian bahan baku yang
berasal dari pusat (PT. Djarum Kudus) mupun hasil produksi yang
dikirimkan ke SKT Kajar dan SKT Juwana
Batas lokasi PT. Djarum Tayu Pati secara geografis adalah sebagai 
berikut: 
Bagian Utara : Desa Luwang 
Bagian Barat : Desa Tayu Wetan 
Bagian Selatan : Desa Tayu Kulon 
Bagian Timur : Desa Tayu Kulon 
3. Visi dan Misi PT. Djarum Tayu Pati
a. Visi
To satisfy the global smoker’s needs
(memenuhi kebutuhan perokok secara global)
b. Misi
- Menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi secara cepat dan efektif 
untuk memuaskan pelanggan. 
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- Mengendalikan kegiatan usaha agar tidak menimbulkan dampak yang 
merusak lingkungan hidup. 
- Memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bag setiap 
anggota yang terlibat didalamnya. 
- Memberikan perlindungan terhadap setiap aset perusahaan 
- Mematuhi dan menerapkan peraturan perundangan dan persyaratan mengenai 
aspek kualitas, lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja. 
c .  K e l e m b a g a a n  P T .  D j a r u m  T a y u  P a t i
1) Struktur Organisasi PT. Djarum Tayu Pati
Setiap organisasi perusahaan mempunyai cita-cita dan beorientasi pada 
tujuannya. Hal ini tertuang kedalam struktur organisasi dimana dengan 
adanya struktur organisasi tercipta pembagian tugas dan tanggung jawab 
yang jelas dan tegas antara suatu bagian dengan bagian lainnya sehingga 
setiap anggota mengetahui kedudukan tugas dan tanggung jawabnya serta 
batas-batas wewenang masing-masing didalam pelaksanaan tugas sistem 
organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau 
organisasi. Untuk itu PT. Djarum Tayu Pati memiliki struktur organisasi 
sebagai berikut: 
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Kantor Pusat PT. Djarum Kudus 
Manager 
Supervisor PT. Djarum Tayu 
Unit Head Harian Cashier 
Borong 
(Giling dan Batil) 
Gambar 2. Struktur organisasi PT. Djarum Tayu Pati 2018 
Sumber: Wawancara Supervisor PT. Djarum Tayu Pati 
Keterangan: 
a) Manager sebagai koordinator dari pusat terhadap berbagai kebijakan,
pengawasan, dan bertanggungjawab atas pendistribusian rokok.
b) Supervisor bertugas membuat rencana kerja harian, rekapitulasi
aktivitas kerja, dan mengadakan briefing  bagi seluruh tim untuk
operasional harian.
c) Unit Head membantu supervisor untuk mengerjakan administrasi,
keuangan, dan  pengawasan mutu produk.
d) Cashier memiliki tugas untuk mengelola keuangan PT. Djarum Tayu
Pati dan membantu mengatur pemberian gaji pekerja.
e) Harian merupakan para pekerja yang terdiri dari pengendali mutu
(pensortir) dan pengawas.
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f) Borongan adalah para pekerja yang diupah sesuai borongan yang
terbagi menjadi:
(1) Giling bertugas mengolah olahan rokok dengan membalutnya 
dengan kertas sigaret  
(2) Batil bertugas membantu tugas penggiling seperti merapihkan 
gilingan rokok, memberi lem pada kertas sigaret, menghitung 
rokok serta menyerahkannya pada pensortir. 
2) Data Pekerja PT. Djarum Tayu Pati
Sumber daya manusia PT. Djarum Tayu Pati merekrut pekerja dari 
daerah Pati terutama Tayu dan sekitarnya. Perekrutan ini bertujuan agar 
dengan berdirinya PT. Djarum Tayu Pati ini turut mensejahterakan 
masyarakat yang ada di sekitar pabrik. Data yang diperoleh dari Supervisor 
PT. Djarum Tayu Pati adalah sebagai berikut: 
Tabel 1. Daftar Pekerja PT. Djarum Tayu Pati 2018 
K e t e r a n g a
n  
J u m l a
h
J e n i s  K e l a m i n
L a k i
- l a k i
P e r e m p u a
n  
Supervisor 1 orang 1 orang - 
Unit Head 1 orang 1 orang - 
Kasir 1 orang 1 orang - 
Supir 4 orang 4 orang - 
Pekerja Harian 22 orang 14 orang 8 orang 
Satpam 8 orang 5 orang 3 orang 
Waker 1 orang 1 orang - 
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Pekerja Giling 276 orang - 276 orang 
Pekerja Batil 275 orang - 275 orang 
J u m l a h 589 orang 27 orang  562 orang 
Sumber: Wawancara Supervisor PT. Djarum Tayu Pati 
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja di PT. 
Djarum Tayu Pati terdiri dari 95% pekerja wanita dan 5% pekerja laki-laki 
dengan jumlah tenaga kerja 589 orang. Mayoritas pekerja perempuan 
ditempatkan di bidang giling dan batil. Kedua bagian tersebut memang 
diprioritaskan untuk pekerja perempuan dikarekanakan perusahaan 
berpendapat bahwa: 
a) Bahwa pekerja perempuan pada umumnya lebih tekun
dibandingkan dengan pekerja laki-laki
b) Pekerja perempuan lebih rapi dalam melinting rokok, hal tersebut
sangat diperlukan, karena untuk industri rokok kretek masalah
kehalusan pengelintingan memegang peranan yang sangat penting.
c) Pekerja perempuan lebih mudah diatur dari pada pekerja laki-laki.
Para pekerja perempuan tersebut difokuskan pada dua bidang teknik 
produksi batang rokok, yakni giling dan batil. Dimana setelah batang rokok 
selesai diolah kemudian dibalut dengan kertas sigaret oleh pekerja giling. 
Setelah selesai maka pekerja batil memulai tugasnya untuk meratakan ujung 
rokok dan kemudian melintingnya. Disini biasanya ujung rokok masih 
banyak tembakau yang keluar dari ujungnya. Untuk itu pekerja batil akan 
meratakan atau merapikan dengan memotong kedua ujung rokok yang 
tembakaunya keluar. Begitu rokok sigaret selesai diratakan akan melewati 
bagian sortir yang mengontrol apakah rokok sudah memenuhi standar untuk 
dipasarkan. Setelah selesai maka seluruh batang rokok yang telah memenuhi 
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standar akan dikumpulkan kemudian dikirim ke SKT Kajar dan SKT Juwana 
untuk dikemas dalam bungkus rokok.  
3) Waktu Kerja
Waktu kerja pekerja PT. Djarum Tayu Pati ditetapkan 2 (dua) sistem 
jam kerja, yaitu 
a) Waktu kerja untuk seluruh pekerja giling, batil, dan harian dimulai
pukul 06.00-13.00.
b) Waktu kerja untuk seluruh pekerja diluar giling, batil, dan harian
(karyawan dengan gaji harian dan bulanan) dimulai pukul 08.00-
15.00. 
c) Hari Jumat jam kerja sama dengan hari biasa, namun bagi pekerja
laki-laki pada jam shalat jum’at dapat meninggalkan perusahaan
dan segera melaksanakan ibadah Shalat Jumat
d) Waktu istirahat Senin-Kamis adalah pukul 12.00-13.00 dan hari
Jumat at adalah 11.30-13.00.
e) Waktu kerja dimulai hari Senin-Jumat, hari Sabtu berangkat dalam
artian lembur kerja (5 hari kerja dalam 1 minggu) dan hari Minggu
adalah hari libur.
PT. Djarum Tayu Pati menentukan jadwal kerja sesuai dengan UU 
Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: 
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja; 
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu
untuk 6 (enam) hari keja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari keja dalam 1 (satu) minggu.
Waktu kerja PT. Djarum Tayu Pati adalah 7 jam dan 5 hari kerja 
dimulai pukul 06.00-13.00 untuk karyawan dengan gaji harian dan borong dan 
pukul 08.00-15.00 untuk karyawan dengan gaji bulanan dengan waktu 
istirahat pada pukul 12.00-13.00, dan pada waktu istirahat ini semua karyawan 
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bebas untuk melanjutkan kerja ataupun melaksanakan kegiatan lain (termasuk 
shalat dzuhur), karena sistem pengupahan pada PT. Djarum Tayu Pati adalah 
sistem borong dan harian maka bagi pekerja giling, batil, dan harian jam 
istirahat tidak harus sesuai dengan jadwal yaitu pukul 12.00-13.00. 
B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di PT. Djarum Tayu Pati 
Pengusaha sebagai pihak yang memberikan pekerjaan terhadap tenaga 
kerja baik pekerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan wajib memenuhi 
hak-hak para pekerjanya. Hal ini sangat diperlukan agar para pekerja terutama 
pekerja perempuan dalam melaksanakan pekerjaannya dapat berjalan dengan 
maksimal. Pemerintah sendiri telah berupaya untuk memberikan perlindungan 
terhadap hak-hak pekerja perempuan, salah satunya dengan mengeluarkan 
berbagai macam undang-undang terkait dengan hak-hak pekerja perempuan. Dari 
sisi pengusaha pengaturan mengenai hak-hak para pekerja dalam perusahaan 
biasanya tercantum dalam suatu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat 
antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh/perkumpulan serikat pekerja/buruh. 
Pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini diatur dalam UU 
Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 116 sampai dengan Pasal 135. 
Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Djarum dengan serikat pekerja/buruh 
sendiri tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor: Kep – 900/1125/05.05/2016 tentang Pendaftaran 
Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama antara Persatuan Perusahaan Rokok 
Kudus dengan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau 
Makanan Minuman, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten 
Kudus. Perjanjian Kerja Bersama tersebut berlaku untuk PT. Djarum dan seluruh 
perusahaan yang dibawahnya.  
Komitmen PT. Djarum dalam usahanya untuk memenuhi hak-hak pekerja 
perempuannya dalam kaitannya dengan aspek norma kerja terlihat dari Perjanjian 
Kerja Bersama yang meliputi pengupahan, waktu kerja, dan cuti. Hal tersebut 
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berlaku untuk seluruh perusahaan PT. Djarum tidak terkecuali PT. Djarum Tayu 
Pati. PT. Djarum Tayu Pati merupakan cabang dari PT. Djarum yang berpusat di 
Kabupaten Kudus yang memiliki pekerja mayoritas perempuan. Dari jumlah 589 
pekerja tersebut didominasi oleh pekerja perempuan, bahkan melebihi angka 
90% dari total keseluruhan total pekerja. Hal ini diketahui berdasarkan klarifikasi 
dari narasumber dalam memperoleh data mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-
hak pekerja perempuan di PT. Djarum Tayu Pati diantaranya: 
1. Ibu Siti (nama disamarkan) selaku pekerja perempuan PT. Djarum
Tayu Pati
2. Bapak Riskanto selaku Senior Supervisor PT. Djarum Tayu Pati
3. Bapak Endar Mardian Utama selaku Human Resources Departement
(HRD) PT. Djarum
Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur diantaranya beberapa 
hak yang dimiliki oleh pekerja perempuan : 
1. Ketentuan mengenai Cuti
Di dalam  diberikan adanya cuti yaitu hak istirahat kerja setelah 
masa kerja tertentu dengan mendapat upah. Dalam hal ini pekerja PT. 
Djarum Tayu Pati berhak mendapat cuti atau istirahat yang mana 
diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama BAB IV Pasal 14 sampai 
dengan Pasal 20. Tidak hanya waktu istirahat pokok saja yang diatur 
dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut, cuti-cuti khusus yang 
berkaitan dengan fungsi reproduksi demikian juga diatur dalam 
peraturan tersebut, yakni: 
a) Cuti Haid
Pengaturan mengenai cuti haid ini diatur dalam UU 
Ketenagakerjaan Pasal 81, hal ini dilakukan karena pada 
dasarnya perempuan yang sehat akan mengalami haid. Pasal 
18 berbunyi: 
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(1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid 
merasakan sakit dan memberitahukan kepada 
pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan 
kedua pada waktu haid. 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
Dari pengaturan diatas dapat diketahui bahwa UU 
Ketenagakerjaan tidak mengatur bagaimana bentuk 
pemberitahuan kepada pengusaha yang dimaksud, termasuk 
juga mengenai wajib tidaknya pekerja perempuan yang 
sedang masa haid untuk memberitahukan kepada pengusaha 
dengan surat keterangan sakit dari dokter. Adapun ketentuan 
mengenai bentuk pelaksanaan pemberitahuan kepada 
pengusaha diatur dala perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
atau perjanjian kerja. Berdasarkan ketentuan tersebut maka 
PT. Djarum mengatur hal tersebut dalam Perjanjian Kerja 
Bersama khususnya dalam Pasal 16 yang berbunyi: 
(1) Pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaannya 
karena sakit wajib mendapatkan ijin dari pengusaha 
melalui mekanisme yang diatur oleh Perusahaan. 
(2) Pekerja perempuan yang sakit saat haid pada hari 
pertama dan kedua sehingga tidak dapat melakukan 
pekerjaannya, maka wajib mendapatkan ijin dari 
pengusaha melalui mekanisme yang diatur oleh 
Perusahaan. 
Cuti haid ini diatur dalam undang-undang dikarenakan 
pada awal masa haid ini seringkali berdampak pada kesehatan 
sebagian perempuan. Karena biasanya sebagian perempuan 
mengeluh kesakitan yang berakibat daya tahan mereka 
menurun dan konsentrasi dalam berbagai hal dapat hilang 
dikarenakan sakit yang ditimbulkan dari haid tersebut. 
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Pada pelaksaannya pekerja perempuan PT. Djarum 
Tayu Pati yang merasakan sakit saat awal haid diwajibkan 
memberitahukan kepada perusahaan agar mendapatkan cuti 
haid. Menurut hasil klarifikasi, mekanisme pengajuan cuti 
harus menggunakan surat keterangan sakit dari dokter yang 
ditunju, yaitu dokter keluarga BPJS, Rumah Sakit, dan  
Puskesmas. Surat keterangan dokter tersebut disamping 
sebagai bukti untuk pengajuan cuti juga digunakan untuk 
pengajuan upah pengganti cuti. 
b) Cuti Hamil dan Melahirkan
Bagi pekerja perempuan yang hamil mendapatkan 
perlindungan terhadap haknya yaitu tercantum dalam UU 
Ketenagakerjaan Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi, 
“Pekerja/buruh berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu 
setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 
(satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut 
perhitungan dokter kandungan atau bidan” 
Dalam hal diatas, maka PT. Djarum 
mengimplementasikan peraturan tersebut dengan memberikan 
hak terhadap pekerjanya yang hamil dan akan melakukan 
persalinan. Tercantum dalam hal cuti bersalin yang diatur 
dalam Perjanjian Kerja Bersama Pasal 18 yang berbunyi: 
(1) Pekerja wanita yang hamil mendapat hak cuti 
melahirkan selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum 
dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan 
dengan terlebih dahulu menyampaikan surat keterangan 
dokter kandungan atau bidan kepada perusahaan 
(2) Pekerja wanita yang melahirkan dalam kondisi prematur 
mendapat hak cuti 1,5 (satu setengah) bulan sesudah 
melahirkan 
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Pada penerapannya PT. Djarum Tayu Pati menerapkan 
suatu kebijakan atau peraturan dalam perusahaan terkait 
syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh pekerja 
perempuan yang sedang dalam kondisi hamil untuk 
menggunakan hak cuti hamil dan melahirkan, dimana pekerja 
perempuan yang sedang dalam masa hamil dan hendak 
mengajukan cuti hamil dan melahirkan wajib menunjukkan 
permohonan dilampirkan surat keterangan atau bidan yang 
berisi perhitungan kandungan pekerja perempuan tersebut. 
Disamping itu PT. Djarum Tayu Pati juga memberikan upah 
cuti hamil dan melahirkan yang dibayarkan selama 3 bulan 
dan diberikan pada awal cuti.  
c) Cuti Gugur Kandungan
Gugur kandungan dapat terjadi apabila kesehatan 
kandungan kurang sehat atau terjadi kecelakaan sehingga 
menimbulkan kandungannya cedera dan tidak dapat 
dipertahankan. Apabila musibah tersebut terjadi pada pekerja 
perempuan maka pekerja perempuan mendapatkan haknya 
yaitu cuti keguguran sehingga pekerja perempuan tersebut 
mendapatkan kesempatan beristirahat. Seperti yang diatur 
dalam Pasal 82 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, 
“Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran 
berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau 
sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.” 
Hak cuti diatas juga telah diatur dalam Perjanjian Kerja 
Bersama Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi, “Pekerja wanita yang 
mengalami gugur kandungan berhak memperoleh cuti 1,5 (satu 
setengah) bulan sesudahnya atau sesuai dengan surat keterangan 
dokter kandungan atau bidan.” Pada pelaksanannya pekerja 
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perempuan PT. Djarum Tayu Pati yang hendak menggunakan 
cuti tersebut maka diwajibkan untuk memberikan surat 
keterangan dokter yang ditunjuk (dokter keluarga BPJS, 
Rumah Sakit, dan Puskesmas. Selama pekerja mendapatkan 
cuti gugur kandungan pekerja tersebut tetap mendapatkan 
haknya yaitu upah cuti keguguran yang dibayarkan sesuai 
masa cuti berlangsung. 
2. Pemeriksaan Kehamilan dan Biaya Persalinan
Pada dasarnya semua pekerja berhak untuk memperoleh jaminan 
sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan 
Pasal 99 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya 
berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Hal ini 
kemudian diperjelas lagi dalam UU BPJS dan UU SJSN beserta 
peraturan pelaksanaannya. Dimana dalam Pasal 1 UU BPJS disebutkan 
bahwa, “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling 
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program 
Jaminan Sosial.” Untuk itu pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya 
dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada 
BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran.  
Apabila pekerja tersebut telah terdaftar sebagai peserta BPJS 
Ketenagakerjaan maka pekerja tersebut berhak memperoleh manfaat 
Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, 
mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 
termasuk pelayan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan 
kebutuhan medis yang diperlukan. Menurut Pasal 18 Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada 
Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah oleh Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan 
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Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional kemudian diubah lagi 
oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 
2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 
jaminan atas pelayanan kesehatan yang diberikan terdiri atas rawat inap 
tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis mencakup pertolongan 
persalinan bukan resiko tinggi dan pertolongan persalinan dengan 
komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas Pelayanan 
Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Selain itu pekerja 
perempuan tersebut juga berhak atas pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu 
menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter. 
Pada pelaksanaannya PT. Djarum Tayu Pati selaku pemberi kerja 
telah mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS 
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sehingga untuk pekerja 
perempuan yang membutuhkan pemeriksaan terhadap kandungannya 
dapat memanfaatkan jaminan kesehatan yang dimilikinya dan bagi 
pekerja perempuan yang membutuhkan biaya untuk persalinanan juga 
telah dijamin oleh BPJS Kesehatan. 
3. Hak Menyusui dan/atau Memerah ASI
Setelah melahirkan pekerja perempuan wajib memberikan Air 
Susu Ibu (ASI) eksklusif pada anaknya. Pada prinsipnya negara 
memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang sedang 
meemberikan ASI untuk anaknya dengan menuangkan aturan tersebut 
ke dalam Pasal 83 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi, “Pekerja/buruh 
perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan 
sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan 
selama waktu kerja”. Tidak hanya UU Ketenagakerjaan, pengaturan 
mengenai pemberian ASI juga diatur dalam Pasal 128 UU Kesehatan 
yang berbunyi: 
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(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak 
dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. 
(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi 
secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. 
(3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. 
Sebelum UU Ketenagakerjaan dan UU Kesehatan lahir, 
sebenarnya Indonesia juga telah ikut serta sebagai negara anggota 
dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 183 
Tahun 2000 tentang Perlindungan Maternitas (Konvensi ILO 
183/2000) yang mengatur sejumlah hak-hak bagi pekerja perempuan 
khususnya dalam Pasal 3 dan Pasal 10. 
Tidak hanya peran pemerintah, dukungan keluarga, masyarakat, 
dan fasilitas pelayanan kesehatan, keberhasilan ibu dalam menyusui 
juga diperlukan dalam tempat kerja dan pengelola ruang publik bagi 
ibu menyusui. Salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan 
pengusaha atau tempat kerja adalah memberikan waktu dan 
menyediakan sarana ruang menyusui yang memenuhi standar 
kesehatan bagi ibu untuk menyusui atau memerah ASI selama waktu 
kerja di tempat kerja, yang mana hal tersebut diatur dalam Peraturan 
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh 
Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui.  
Selain itu dalam Peraturan Bersama Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
dan Menteri Kesehatan Nomor: 48/Men.PP/XII/2008, 
PER.27/MEN/XII/2008, 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang 
Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja
juga diatur mengenai ketentuan terhadap pekerja perempuan 
khususnya yang menyusui agar mereka tetp bisa menyusui/memerah 
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ASI selama waktu kerja di tempat kerja, dan mendorong pengusaha 
untuk menyediakan Ruang Menyusui/Ruang ASI yang sesuai dengan 
standar kesehatan. Untuk penyediaan fasilitas khusus bagi pekerja 
yang menyusui ini juga telah tertuang dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air 
Susu Ibu. 
Pekerja perempuan di PT. Djarum Tayu Pati sendiri telah 
mendapatkan fasilitas Ruang Laktasi yang disediakan oleh perusahaan. 
Letak ruang laktasi tersebut strategis dan dinilai tidak mengganggu 
lingkungan kerja karena berada di halaman depan satu deret dengan 
tempat ibadah dan pos satpam. Bagian dalam Ruang Laktasi juga 
cukup luas dan bersih serta memenuhi standar kesehatan sehingga 
nyaman untuk digunakan ibu dan anaknya. Namun agaknya dalam 
pemanfaatan Ruang Laktasi tersebut masih kurang, dikarenakan 
mayoritas tempat tinggal pekerja perempuan disana berada di dekat 
PT. Djarum Tayu Pati. Sehingga mereka lebih memilih untuk ijin 
pulang sebentar agar dapat memberikan ASI terhadap anaknya.  
4. Kesetaraan dalam Pekerjaan dan Jabatan
Pada dasarnya setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 
perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Hal ini 
ditegaskan dalam Pasal 6 UU Ketenagakerjaan. Dalam penjelasan 
Pasal 6 tersebut disebutkan bahwa pengusaha harus memberikan hak 
dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, 
ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Makna diskriminasi sendiri 
apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang 
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Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111/1999 mengenai Diskriminasi 
dalam Pekerjaan dan Jabatan meliputi: 
a. setiap pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar
ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik,
kebangsaan atau asal-usul sosial yang berakibat meniadakan
atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam
pekerjaan atau jabatan;
b. perbedaan, pengecualian atau pengutamaan lainnya yang
berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan
atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana
ditentukan oleh anggota yang bersangkutan setelah
berkonsultasi dengan wakil organisasi pengusaha dan pekerja
jika ada, dan dengan badan lain yang sesuai.
Istilah “pekerjaan” dan “jabatan” dalam konvensi ini juga 
meliputi kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan, memperoleh 
pekerjaan dan jabatan tertentu, dan syarat-syarat serta kondisi kerja. 
Lebih jauh lagi terkait dengan penempatan kerja, dalam Pasal 32 UU 
Ketenagakerjaan pengusaha harus memperhatikan hal-hal berikut: 
a. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas
terbuka, bebas, obyektif serta adil, dan setara tanpa
diskriminasi;
b. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga
kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian,
keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan
memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan
hukum;
c. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.
Dalam hal penempatan kerja yang diterapkan oleh PT. Djarum 
Tayu perusahaan menjamin bahwa tidak adanya suatu bentuk 
diskriminasi dalam hal penempatan kerja yang didasari latar belakang 
apapun. PT. Djarum Tayu Pati menjamin adanya kesetaraan dalam hal 
nilai kerja yang diberikan bagi pekerja laki-laki maupun pekerja 
perempuan untuk pekerjaan yang nilainya sama. Adapun parameter 
dalam penempatan kerja yang setara antara pekerja laki-laki dengan 
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pekerja perempuan berdasarkan masa kerja, jenjang, serta pendidikan. 
Tidak terkecuali untuk kesempatan promosi jabatan terbuka untuk 
pekerja laki-laki maupun perempuan.  
Menurut keterangan Ibu Siti dalam hal kenaikan karier pekerja 
perempuan mendapat sedikit kesulitan untuk naik jabatan meskipun 
telah memiliki kesamaan masa kerja, jenjang, serta pendidikan yang 
sama dengan pekerja laki-laki. Hal ini terjadi pada saat pembukaan 
rekrutmen untuk bagian Kasir, teman dari Ibu Siti beserta 3 pekerja 
laki-laki PT. Djarum Tayu dengan masa kerja 5 tahun dan pendidikan 
terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendaftar dan mengikuti 
serangkaian proses rekrutmen untuk bagian tersebut. Namun yang 
diterima untuk mengisi bagian Kasir tersebut adalah pekerja laki-laki. 
Hal tersebut tersebut juga terjadi saat terdapat rekrutmen untuk bagian 
Unit Head dan Kasir yang diselenggarakan di lain waktu. Dari 
pendaftar yang terdiri dari 3 pekerja perempuan dan 4 pekerja laki-laki 
dengan masa kerja 2 (dua) pekerja perempuan kerja 5 (lima) dan  
seorang pekerja perempuan 6 (enam) tahun sedangkan pekerja laki-
laki dengan masa kerja 4 (tiga) tahun, 4,5 (empat setengah) tahun, dan 
2 (dua) pekerja laki-laki 5 (lima) tahun dengan  pendidikan terakhir 
para pendaftar tersebut Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun 
setelah melalui serangkaian proses rekrutmen, yang diterima untuk 
bagian Unit Head dan Kasir adalah pekerja laki-laki. Tentu saja hal 
tersebut kontras dalam hal penempatan kerja yang diterapkan oleh PT. 
Djarum Tayu dimana perusahaan menjamin bahwa tidak adanya suatu 
bentuk diskriminasi dalam hal penempatan kerja yang didasari latar 
belakang apapun. 
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C. Hambatan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di PT. 
Djarum Tayu Pati 
Berdasarkan hasil klarifikasi, PT. Djarum Tayu Pati telah berupaya untuk 
memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap para pekerjanya, khususnya 
pekerja perempuan yang bekerja di PT. Djarum Tayu Pati. Salah satu contohnya 
adalah memenuhi hak pekerja perempuan yang sedang dalam proses menyusui 
dan memerah ASI dengan menyediakan ruang laktasi. Namun dalam 
pelaksanaannya pihak pekerja perempuan yang bekerja di perusahaan tersebut 
justru tidak mengoptimalkan adanya fasilitas tersebut. Dimana pekerja 
perempuan yang sedang dalam kondisi menyusui dan memerah ASI serta 
bertempat tinggal di lingkungan sekitar PT. Djarum Tayu Pati lebih memilih 
untuk menggunakan waktu istirahat antara jam kerja untuk pulang ke rumah 
kemudian memberikan ASI untuk anaknya dibandingkan harus membawa 
anaknya ke lokasi perusahaan yang justru akan merepotkan. Beberapa pekerja 
lain yang bertempat tinggal jauh dari lokasi perusahaan juga tidak membawa 
anaknya ke lokasi perusahaan dan kemudian memberikan ASI pada ruang laktasi. 
Namun ASI telah dipersiapkan sebelumnya oleh pekerja perempuan yang sedang 
dalam kondisi tersebut. Sehingga PT. Djarum Tayu Pati dalam penerapan 
kebijakan perusahaan terkait dengan pemberian kesempatan menyusui dan 
memerah ASI pada pekerja perempuan meskipun sudah selaras dengan peraturan 
perundang-undangan namun pada pelaksanaannya tidak berjalan efektif.  
Hambatan lain dalam pelaksanaan hak pekerja perempuan di PT. Djarum 
Tayu Pati adalah dalam hal kesetaraan dalam pekerjaan dan jabatan. Karena pada 
dasarnya setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 
diskriminasi dari pengusaha. Dalam hal ini diskriminasi terjadi pada kenaikan 
jabatan di PT. Djarum Tayu Pati. Hal tersebut dialami oleh beberapa pekerja 
perempuan PT. Djarum Tayu Pati yang mengikuti proses rekrutmen kenaikan 
jabatan untuk bagian Kasir dan Unit Head.. Rekrutmen ketiga bagian tersebut 
sendiri diselenggarakan pada waktu yang berbeda. Bagian Kasir sendiri 
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dilaksanakan terlebih dahulu dengan total 4 pendaftar yang terdiri dari 1 (satu) 
pekerja perempuan dan 3 (tiga) pekerja laki-laki dengan masa kerja 5 (lima) 
tahun dan jenjang pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
Setelah melalui proses rekrutmen yang diterima untuk menjadi bagian Kasir 
adalah salah satu pekerja laki-laki tersebut. Hal serupa terjadi pada saat proses 
rekrutmen untuk bagian Unit Head dan Kasir. Pada saat itu jumlah pendaftar 
adalah 7 pekerja, dengan rincian 3 pekerja perempuan dan 4 pekerja laki-laki 
dengan masa kerja 5 (lima) tahun tahun dan 6 (enam) tahun untuk para pekerja 
perempuan sedangkan pekerja laki-laki memiliki masa kerja 4 (empat), tahun 4,5 
(empat setengah) tahun, dan 2 (dua) pekerja laki-laki 5 (lima) tahun dengan 
pendidikan terakhir para pendaftar tersebut Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
Setelah melalui serangkaian proses rekruitmen yang diterima untuk kedua bagian 
tersebut adalah pekerja laki-laki. Hal tersebut kontras jika dibandingkan jaminan 
yang diberikan PT. Djarum Tayu yang menjamin bahwa dalam hal penempatan 
kerja perusahaan tidak memberikan suatu bentuk diskriminasi dalam hal 
penempatan kerja yang didasari latar belakang apapun.  
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, penulis menarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. PT. Djarum Tayu Pati sebagai pihak yang memberikan pekerjaan terhadap tenaga
kerja wajib memenuhi hak pekerjanya, tidak terkecuali pekerja perempuan.
Pemerintah sendiri telah berupaya untuk memberikan perlindungan salah satunya
dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan
hak-hak pekerja perempuan. Diantaranya ketentuan mengenai cuti yang terkait
fungsi produksi yakni cuti haid, cuti hamil dan melahirkan serta cuti gugur
kandungan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hak-hak lain yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan diantaranya hak menyusui dan memerah
ASI, hak untuk mendapat kesetaraan dalam pekerjaan dan jabatan. Serta, hak atas
pemeriksaan kehamilan dan biaya persalinan yang juga diatur dalam UU
Ketenagakerjaan, UU BPJS, UU SJSN dan berbagai peraturan yang terkait.
2. Dalam pelaksanaan penerapan atas hak-hak pekerja perempuannya, PT. Djarum
Tayu Pati telah berupaya untuk memberikan bentuk perlindungan hukum. Dalam
hal ini kebijakan PT. Djarum Tayu Pati telah selaras dengan berbagai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam penerapannya, terdapat
beberapa kendala yakni penggunaan ruang laktasi yang tidak optimal. Hal itu
disebabkan oleh pekerja perempuan yang lebih memilih untuk menyusui dan
memerah ASI dengan pulang kerumah kemudian memberikan ASI untuk
anaknya atau mempersiapkan ASI terlebih dahulu sebelum berangkat kerja,
sehingga tidak perlu pulang kerumah. Hambatan lain terjadi pada aspek
kesetaraan dalam jabatan. Dimana dalam beberapa proses rekrutmen yakni
bagian Kasir dan Unit Head PT. Djarum Tayu Pati hanya menerima pekerja laki-
laki saja.
49
50 
B. SARAN 
Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penulisan hukum ini 
adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang 
bekerja pada PT. Djarum Tayu Pati yaitu seharusnya perusahaan sedini mungkin 
membangun budaya atau kebiasaan yang baik di lingkungan kerja, salah satunya 
dengan cara memberikan sosialisasi untuk membangun kesadaran bagi pekerja 
perempuan bahwa penyediaan fasilitas ruang laktasi bertujuan untuk menciptakan 
lingkungan kerja yang nyaman bagi pekerja termasuk pekerja perempuan yang 
sedang dalam masa menyusui dan memerah ASI. Apabila fasilitas tersebut 
dimanfaatkan secara optimal, diharapkan pekerja perempuan tersebut lebih merasa 
tenang, karena rasa tenang tersebut akan tercipta dari akibat proses meyusui. 
Sehingga nantinya diharapkan pekerja tersebut akan bekerja dengan baik, produktif, 
yang tentu akan memberikan manfaat bagi pekerja perempuan itu sendiri maupun 
bagi perusahaan. Selain itu diharapkan perusahaan dapat lebih menjamin kesetaraan 
tidak hanya pada gender namun juga suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik 
dalam lingkungan kerja PT. Djarum Tayu Pati. Sehingga apabila mendapat 
kesempatan yang sama, diharapkan para pekerja dapat menjadi lebih semangat dalam 
melakukan pekerjaan mereka yang mana nantinya memberikan dampat positif bagi 
perusahaan.  
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LAMPIRAN 
Surat Permohonan Ijin Penelitian di PT. Djarum Tayu Pati 
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Surat Balasan dari PT. Djarum 
